Departemen Komunikasi dan Informatika terbentuk, 

berkah apa yang akan didapat masyarakat?!

Pengantar.

Era Departemen Penerangan dahulu, dalam strategi kebijakan pembangunan, kebijakan informasi (baca penerangan) ditempatkan sebagai bagian dari ‘pendekatan sekuritas’ dengan menempatkan dibawah koordinasi sektor Politik dan Keamanan. Dalam paradigma demikian, informasi di ‘bulat-pembuluhkan’ dalam satu irama,  sehingga secara satirikal dikenal julukan “hari-hari omong kosong” (analogi disampaikan Andi Ghalib dalam RKDP Komisi I DPR RI dengan Meneg kominfo, yang dipimpin Theo L. Sambuaga pada 7 Februari 2005). Kini, dengan Perpres 9/2005, maka Departemen Komunikasi dan Informatika (DKI) ditempatkan dalam Kementerian Kordinator bidang Perekonomian, sehingga mencerminkan strategi ‘pendekatan kesejahteraan (halaman 6, bunyi Pasal 11 dan selanjutnya Bagian XXI pasal 67 dan 68). Oleh karena itu,  masih menurut. Andi Ghalib,  atas keberadaan barunya, DKI dituntut untuk mewujudkan kinerja menjadi ‘hari-hari omong benar.’
Blessing in disguise?!

Namun, ketika  mencermati Perpres Nomor 10 tahun 2005 mengenai Unit Organisasidan tugas Esselon I Kementerian Negara R.I., maka kita tercengang  jika menyimak dengan jeli.   Sebab, ditemukan bahwa Perpres ini mengandung kesalahan, minimal kesalahan ketik   atau paperwork fallacy. Maksimal, jika mengandai-andai, tentu tafsirnya adalah secara tersirat terjadi tarik-ulur dimasing-masing kompartemen Kementerian Koordinator. Pada Perpres 10/2005  pada bagian yang menjabarkan struktur organisasi eselon I Kementerian Koordinator bidang Polhukam, tetap mencantumkan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi (pasal 1 huruf h – hal. 2). yang uraian jabatannya mengkoordinasikan bidang Komunikasi dan Informasi (dalam Pasal 2 ayat (8)  - hal. 4). Jadi, disaat bersamaan  ada dualisme pendekatan, yang saling bertolak belakang, periksa matriks berikut:

Matriks : Perbandingan penempatan Departemen Komunikasi dan Informatika dalam Perpres 9 dan 10 tahun 2005

	No
	Pasal dan ayat
	Perpres 9 tahun 2005
	Perpres 10 tahun 2005
	Keterangan

	1
	Pasal 3
	Kementerian Koordinator mempunyai tugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidangnya.
	
	


	2
	Pasal 6
	Kementerian koordinator Bidang Politik, Hukum dan keamanan mempunyai tugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan serta mensinkronkan pelaskanaan kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan.
	
	

	3 
	Pasal 8
	… Kementerian koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan mengkoordinasikan:

a. Dep. Dalam Negeri; 

b. Dep. Luar Negeri;

c. Dep. Pertahanan;

d. Dep. Hukum dan HAM;

e. Kejaksaan Agung;

f. Badan Intelijen Negara;

g. Tentara Nasional Indonesia;

h. kepolisian Negara R.I.;

i. Instansi lain yang dianggap perlu.
	
	Kementerian Kominfo atau Departemen Komunikasi dan Informatika, tidak tercantum eksplisit.

Terkecuali ditafsirkan dari pasal 8 huruf i, sehingga dapat di-inclusive-kan DKI didalamnya.

	4
	Pasal 9
	Kementerian koordinator bidang perekonomian mempunyai tugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian.
	
	

	5
	Pasal 11
	…Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, mengkoordinasikan:

a. Dep. Keuangan

b. Dep. ESDM,…

c. Dst

k. Dep. Komunikasi dan Informatika;

l. Kementerian Negara Ristek;

m. dst.
	
	Departemen Komunikasi dan Informatika secara eksplisit dicantumkan dalam koordinatorat Menko Bidang Perekonomian.


	6
	Pasal 28
	Departemen terdiri dari;

1. Dep. Dalam negeri;

2. Dep. Luar Negeri;

3. Dep. Pertahanan;

4. Dep. Hukum dan HAM;

5. Dep. Keuangan;

6. dst;

20. Dep. Komunikasi dan Informatika.


	
	Dalam format lama, Deppen menempati urutan no.5 dan menjadi absah masuk krdinasi bidang Polkam;

Kini Departemen Komunikasi dan Informatika merupakan urutan terakhir.

	7
	Pasal 67
	Departemen Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Presidend alam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika.
	
	

	8
	Pasal 1
	
	Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan keamanan terdiri dari:

a. Sekretariat Kementerian koordinator;

b. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri;

c. dst.

h. Deputi bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi;

i. Staf Ahli.
	Komunikasi dan Informasi (terminologi lama) digunakan untuk bidang koordinasi kebijakan  yang diletakkan dibawah Menko Polhukam.

	9
	Pasal 2 (8)
	
	Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Infromasi mempunyai tugas menyiapkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informasi.
	

	10
	Pasal 3
	
	Kementerian Koordinator bidang Perekonomian terdiri dari:

a. Sekretariat Kementerian Koordinator;

b. Deputi Bidang Koordinator Ekonomi Makro dan Keuangan;

c. Deputi Bidang Koordinasi Pertanian dan Kelautan;

d. Deputi BidangKoordinasi ESDM dan Kehutanan;

e. Deputi Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan;

f. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

g. Deputi Bidang Koordinasi kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional;

h. Staf ahli.
	Departemen Komunikasi dan Informatika, tidak tercantum.


Selanjutnya, dalam Perpres tentang Ralat Perpres Nomor 9 tahun 2005 yang terbit tanggal 7 Februari 2005, hanya meralat persdoalan struktur Departemen Komunikasi dan Infromasika, dengan menambahkan satu satuan kerja setingkat unit esselon I yakni Dadan Informasi Publik.

Apakah hal ini mencerminkan “blessing in disguise”?! Setelah mengalami tiga kali perubahan atau perombakan (dari Deppen – BIKN – LIN kemudian Kominfo  beserta LIN), maka kini kehadiran DKI yang mengintegrasikan Kominfo dan LIN, masih dibayangi kegamangan transformasi paradigma pengelolaan kebijakan komunikasi dan informatika? Wacana kali ini, bukan sekedar persoalan paperwork fallacy, melainkan bagaimana selanjutnya menyikapi kehadiran Departemen Komunikasi dan Informatika?
Wujud kemenangan dari dorongan Masyarakat Telematika Indonesia.

Jauh-jauh hari sejak era Administrasi Pemerintahan Megawati (sebagai penerus estafet Administrasi Pemerintahan Gus Dur), telah diupayakan perubahan paradigma kebijakan komunikasi dan informasi, dengan memetakan kembali kompetensi dan kewenangan. Semula, ranah kebijakan penerangan sepenuhnya dikuasai Pemerintah. Seiring tuntutan reformasi, oleh Gus Dur ranah kebijakan pengelolaan informasi dipindahkan total ke masyarakat, dengan pembubaran Departemen Penerangan. Alasannya, karena institusi ini dinilai telah menjadi mesin birokrasi untuk membungkam kemerdekaan pers.

Namun, disadari bahwa perubahan paradigmatik tidak berlangsung mulus, bahkan berdampak boomerang effect! Hal ini jika divisualisasikan dengan analogi tripartite dalam gambar berikut, maka upaya putar kekanan gerak reformasi (meminjam istilah Edy Satria, Reformasi Poco-poco) yang merupakan Langkah 1 Gus Dur, belum ditanggapi dengan cukup sigap dan kesiapan yang matang dari pihak Masyarakat:

Gambar 1.


[image: image1]
Oleh karea itu, ketika penilaian birokrasi masih perlu waktu untuk menyiapkan kematangan masyarakat  guna menyikapi kompetensi pengelolaan komunikasi dan informasi, maka jajaran Administrasi Pemerintahan Megawati membangun kembali Kementerian Kominfo dengan meretaskan jerat kemerdekaan pers (sebagai produk keberhasilan Administrasi Pemerintahan BY Habibie dengan UU No 39/1999). Namun begitu,  Mega masih gamang menunjuk Juru Bicara Pemerintah atau Negara (Government or State spokes person – Chief Information Officers). Alasan faktual, dalam Kabinet Gotong Royong yang merupakan koalisi Pelangi, ditunjuk figur pejabat Menteri Kominfo, yang tidak berasal dari satu kandang dengan kubu politik Sang Presiden. Walhasil, segenap kebijakan dan derap langkah Mega tidak pernah “sounding di media massa”, baik dalam maupun luar negeri. Disisi lain, paradigma perubahan struktural belum dilanjutkan dengan penataan koordinasi. Bahkan, masih tetap menempatkan urusan kominfo dalam pendekatan sekuritas, dibawah koordinasi Menko Polkam.

Belajar dari pengalaman tersebut, Presiden SBY mencoba memutar langkah transformasi ke kiri – Langkah 2 SBY seperti pada gambar diatas -, dan sekaligus melakukan perubahan paradigmatik pendekatan pembangunan yakni menempatkan pengelolaan kebijakan komunikasi dan informatika dibawah koordinasi Menko Perekonomian (seperti tercermin dalam Perpres 9/2005).  Menyimak gambar tadi, pendulum pengelolaan kebijakan komunikasi dan informatika, menjadi domain Bisnis Swasta. Kebijakan  yang ditempuh setelah  melewati masa transisi 100 hari pertama Administrasi Pemerintahan SBY ini  dinilai relatif kokoh, sebagai hasil penempatan figur pejabat yang  berasal dari satu kubu politik yang sama! Hal inipun sekaligus berfungsi agar tidak terjadi ‘penelikungan’ atau fenomena ‘rem mendadak’ mesin publisitas birokrasi. 

Secara material, Perpres 9/ 2005 menjadi cermin  kemenangan hasil tarik ulur kepentingan Masyarakat vs Pemerintah, yang diwakili Masyarakat Telematika  dalam tuntutan perubahan paradigmatik,  dengan hasil menempatkan kebijakan komunikasi dan informatika dalam pendekatan kesejahteraan.
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